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ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tirta Mandiri, Ponggok, Klaten, Jawa Tengah
didirikan untuk mengelola aset desa Ponggok untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
desa Ponggok. Meskipun kegiatan BUM Desa mengalami peningkatan, namun masih
terdapat kendala dalam pembukuan aset tetap BUM Desa, sehingga nilai aset tetap tidak
dapat dilaporkan dengan baik dan akurat. Penelitian ini membahas akuntansi aktiva tetap
yang dilakukan oleh BUM Desa. Melalui pendekatan kualitatif (wawancara dengan personel
BUM Desa) dan pengolahan data, penelitian ini berhasil menunjukkan kelemahan akuntansi
aset tetap yang dilakukan oleh BUM Desa, dan akhirnya mengajukan solusi berupa usulan
data referensi inventarisasi aset tetap.

Kata Kunci : BUMDesa, Akuntansi Untuk Aset Tetap, Inventarisasi Aset Tetap
ABSTRACT

Village-Owned Enterprise (BUM Desa) Tirta Mandiri, Ponggok, Klaten, Central Java, was
established to manage Ponggok village assets for improving the welfare of the Ponggok
village community. Although BUM Desa activities have increased, there are still obstacles
in the accounting for fixed assets of BUM Desa, so that the value of fixed assets cannot be
reported properly and accurately. This study discusses the accounting for fixed assets carried
out by BUM Desa. Through a qualitative approach (interviews with BUM Desa personnel)
and data processing, this study has succeeded in showing the weaknesses of fixed asset
accounting carried out by BUM Desa, and finally proposes a solution in the form of a
reference data proposal for stocktaking fixed assets.

Keywords : BUMDesa, Accounting for Fixed Asset, Stocktaking for Fixed Asset
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PENDAHULUAN

Desa Ponggok adalah salah satu
desa di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten
Klaten, Provinsi Jawa
Berdasarkan data tahun 2020, penduduk
desa Ponggok terdiri atas 653 KK (2.085

pria dan 1.043 wanita).

Tengah.

Berdasarkan
tingkat pendidikan, di desa Ponggok hanya
ada 244 orang dengan pendidikan terakhir
sarjana (D1 hingga S2),
berpendidikan terakhir SLTA/sederajat,
dan 645 orang yang telah menyelesaikan

716 orang

program wajib belajar 9 tahun.

Pada tahun 2009, di desa Ponggok
didirikan BUMDesa Tirta Mandiri.
BUMDesa ini didirikan untuk mengelola
bisnis di desa Ponggok, melalui peman-
faatan aset-aset desa, guna peningkatan
derajat ekonomi masyarakat desa. Desa
Ponggok, dengan wilayah seluas 77,2255
hektar, dan terbagi dalam 4 dukuh (sesuai
data tahun 2020), memiliki potensi unggul
di bidang pengairan untuk perikanan,
selain tanah yang subur untuk pertanian.
Oleh karenanya, pada awalnya BUMDesa
ini memiliki usaha pariwisata (pemandian
di umbul/sumber air) dan penjualan pakan
ikan. Kemudian, seiring waktu hingga saat

ini BUMDesa telah memiliki usaha
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tambahan, seperti kuliner, fotografi,
simpan pinjam, dan mini market.
Meskipun usahanya sudah
berkembang pesat, ternyata BUMDesa
masih mengalami masalah dengan kondisi
pengelolaan aset tetap (AT)-nya, yang
belum tercatat dengan baik. BUMDesa
masih mengharapkan bantuan pendam-
pingan kembali dari tim pengmas (tim
dosen) PKN STAN untuk melakukan
inventarisasi AT BUMDesa agar AT
BUMDesa bisa dicatat benar
(LK) BUMDesa.

Kegiatan ini sekaligus merupakan proses

dalam
laporan  keuangan
uji coba penerapan Sistem dan Prosedur
(Sisdur) Akuntansi AT yang telah disusun
pada kegiatan

pengmas (pengabdian

kepada masyarakat) sebelumnya.

RUMUSAN MASALAH
Masalah yang diatasi melalui

pengmas ini adalah bagaimana wujud

tindak

AT

kegiatan inventarisasi sebagai
lanjut penerapan SOP akuntansi
BUMDesa, guna pencatatan dan pelaporan
AT vyang benar pada laporan keuangan

BUMDesa.

TUJUAN KEGIATAN
Tujuan (solusi / luaran) pengmas

saat ini adalah tersedianya contoh proses



inventarisasi AT (pada beberapa contoh
aset) sebagai wujud penerapan konsep
SOP (sisdur) akuntansi AT.

TINJAUAN PUSTAKA
Badan Usaha  Milik
(BUMDesa) adalah badan hukum yang

didirikan oleh desa atau beberapa desa,

Desa

dengan tujuan antara lain untuk mengelola
usaha bisnis di desa dan memanfaatkan
aset desa, guna meningkatkan pendapatan
desa dan kesejahteraan masyarakat desa
(PP 11/2021, Permendagri 1/2016, dan
Permendesa PDTT 4/2015).

Saat pendirian, aset BUMDesa
dapat berasal dari penyertaan modal desa
dan/atau penyertaan modal masyarakat.
Setelah beberapa waktu menjalankan
usaha, BUMDesa dapat meningkatkan
asetnya, antara lain berupa aset tetap (AT),
melalui pembelian, pertukaran dengan
pihak lain, atau hibah dari pihak lain. AT
(punya

untuk

merupakan aset  berwujud

substansi  fisik), yang dimiliki
dipakai dalam proses produksi/penyediaan
barang/jasa, diren-talkan pada pihak lain,
atau untuk tujuan administratif, dan
diharapkan tahan lama (bisa dipakai dalam
jangka panjang / lebih dari 1 tahun / lebih

dari 1 periode akuntansi) (PSAK 16, 1Al,
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2020; Weygandt et all, 2018). AT dapat

berupa tanah, tanah pengembangan,
gedung/bangunan, peralatan atau mesin
atau kendaraan, jalan, irigasi, dan jaringan,
Aset tetap (AT) lainnya, dan aset tetap
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
Peningkatan jumlah dan kualitas AT
diharapkan makin meningkatkan
produktivitas (kinerja) BUMDesa berupa
kenaikan pendapatan, efisiensi biaya,
maupun kenaikan profit BUMDesa.
Sebagai pembanding, inventarisasi
AT di instansi pemerintah merupakan
subbagian dari kegiatan penatausahaan
aset, sedangkan kegiatan pena-tausahaan
aset adalah bagian dari siklus kegiatan
pengelolaan (manajemen) aset, sebagai-
mana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
Pengelolaan  Aset
1/2016) dan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

tentang Desa

(Permendagri Peraturan
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
telah  diubah
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 (PP 27/2014 sebagaimana telah
diubah dengan PP 28/2020). Inventarisasi

mencakup pendataan,

sebagaimana dengan

pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan aset secara

periodik dalam waktu tertentu.



Sebelum inventarisasi, dilakukan
proses pem-bukuan (pendaftaran dan
yang
dimanfaatkan pihak lain, ke dalam Daftar

pencatatan  aset,  termasuk
Aset sesuai golongannya. Setelah selesai
inventarisasi, dilakukan proses pelaporan
(penyajian informasi kondisi aset secara
objektif berupa laporan keuangan, tahunan
maupun interim (semesteran, trilwulanan,
atau bulanan). Ketentuan inventarisasi AT

antara lain sebagai berikut:

AT berupa BMN

(Barang Milik Negara) minimal

a. |nventarisasi

dilakukan 1 x dalam 5 tahun.

b. Hasil

Daftar Barang, sesuai penggolongan

inventarisasi dicatat dalam

dan kodifikasi barang. Penggolongan
BMN

kelompok,

adalah  penetapan dalam

golongan, bidang,
subkelompok dan sub-subkelompok
secara sistematik, sedangkan
Kodifikasi adalah pemberian kode

BMN sesuai golongan BMN.

C. Inventarisasi mencakup tahap:

1) persiapan, meliputi proses untuk
menyusun rencana kerja (jadwal)
inventarisasi, mengumpulkan

dokumen sumber, menyiapkan

blanko label sementara, menyiap-
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2)

3)

kan data awal, menyiapkan
Kertas Kerja Inventarisasi (KKI).
pelaksanaan, meliputi proses pen-
dataan (menghitung dan meneliti
kondisi barang, menempel label
registrasi sementara, mencatat
hasil inventarisasi pada Kertas
Kerja Inventarisasi (KKI)) dan
identifikasi (memberi nilai ba-
rang, melakukan pengelompok-
kan dan kodefikasi barang, memi-
lah barang sesuai
(Baik (B) atau Rusak Ringan
(RR) atau Rusak Berat (RB),

meneliti

kondisinya

kelengkapan barang,
meneliti berkas pengadilan, dan
sebagainya).

pelaporan, yang mencakup proses

untuk menyusun DBHI (Daftar

Barang Hasil  Inventarisasi),
membuat  surat  pernyataan
kebenaran hasil pelaksanaan

inventarisasi, menyusun Laporan
Hasil Inventarisasi (LHI) BMN,
meminta pengesahan atas laporan

hasil inventarisasi BMN beserta

DBHI dan surat pernyataan
kepada  penanggung  jawab
UAKPB, dan menyampaikan

laporan hasil inventarisasi.



d. Contoh isian KKI adalah sebagai
berikut:
1) Tanah dan Gedung/Bangunan,
meliputi Nomor, Kode Barang
(Sub-Sub  Kelompok Barang),

Nama Barang, Tahun Perolehan,

Luas, Harga Satuan, Total
Harga/Nllai Barang, Kondisi
(B/RR/RB), Nomor  Bukti

Kepemilikan, Lokasi, Keterangan
2) Mesin/Peralatan,
Nomor, Kode Barang (Sub-Sub
Kelompok

mencakup
Barang), @ Nama
Tahun
Merk/Tipe, Jumlah unit, Harga
Total Harga/Nllai
Kondisi  (B/RR/RB),
Nomor Identitas / Nomor Bukti

Barang, Perolehan,
Satuan,

Barang,

Kepemilikan, Lokasi, Keterangan
(PP 27/2014, PP 28/2020,
Permendagri 1/2016, Permenkeu
29/2010, Permenkeu 181/2016,

Kepmenkeu  327/2019, dan
Kepmenkeu 334/2021)
Kegiatan  inventarisasi  aset,

termasuk pada aset BUM Desa, erat

kaitannya dengan penerapan ilmu

akuntansi, karena hasil inventarisasi aset

BUMDesa akan dicatat dan disajikan pada
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laporan keuangan BUM Desa, yang
disusun berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK). Akuntansi bertujuan
untuk mengidentifikasi, mengukur, dan
mengko-munikasikan informasi keuangan
entitas, kepada berbagai pihak yang ber-
kepentingan dalam rangka pengambilan
keputusan ekonomis (Weygandt et al,
2018).

disusun sesuai SAK, juga secara periodik

Laporan keuangan ini, selain
akan diaudit oleh auditor independen
diberikan opini atas kewajarannya. Selain
itu, melalui proses akuntansi, dapat pula
dibuat laporan lain (laporan pendukung)
yang bersifat internal (khusus untuk
kepentingan manajemen organisasi).
Dengan demikian, melalui infor-
masi yang tersaji pada laporan keuangan
internal

BUMDesa maupun laporan

(pendukung)-nya, diharapkan seluruh
pengguna laporan keuangan BUMDesa
yang berkepentingan (stakeholder), baik
BUM Desa

pihak eksternal entitas

(investor/calon investor, kreditor/calon
kreditor, pemerintah, analis keuangan, dan
sebagainya), maupun pihak internal
(manaje-men) BUMDesa, akhirnya dapat
mengambil keputusan ekonomis yang
tepat terkait kepentingannya terhadap

aktivitas BUMDesa (melakukan investasi,



mengambil kredit, membayar pajak, dan
seba-gainya) demi kelangsungan hidup
entitas BUMDesa.

Berbagai kajian tentang BUMDesa
menunjukkan bahwa kegiatan pengmas
dengan tema BUMDesa di Indonesia telah
banyak dilakukan. Kajian atas BUMDesa
bertema akuntansi antara lain adalah
tentang pentingnya penerapan SAK ETAP
bagi BUMDesa (Adilah dan Rani, 2020;
Saputra, 2021 dan 2022; Surianto dkk,
2022). Berdasarkan SAK ETAP (lAl,
2016 dan 2020), maka laporan keuangan
entitas, termasuk BUMDesa, mencakup
Neraca / Laporan Posisi Keuangan,
Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan
Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan

atas Laporan Keuangan (CaLK).

a. Laporan Laba Rugi berisi informasi

mengenai pendapatan, beban, dan

laba/rugi BUMDesa selama periode

tertentu (umumnya 1 tahun).

b. Laporan Perubahan Ekuitas berisi

informasi  mengenai  perubahan

ekuitas BUMDesa selama periode

tertentu (umumnya 1 tahun);

C. Laporan Posisi Keuangan (neraca)

berisi informasi mengenai  aset,

kewajiban (utang), dan ekuitas

(modal) BUMDesa pada tanggal
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tertentu (umumnya akhir tahun / akhir

periode akuntansi / akhir tahun buku);

d. Laporan Arus Kas berisi informasi
mengenai arus masuk dan arus keluar
kas BUMDesa selama periode terten-
tu (umumnya 1 tahun), yang diklasifi-
kasikan atas aktivitas operasi, inves-

tasi, dan pembiayaan (pendanaan);

€. Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK) berisi penjelasan atas angka-
angka yang terdapat pada laporan
BUMDesa,

penjelasan lainnya tentang aktivitas

keuangan maupun
BUMDesa yang dianggap relevan dan

andal bagi pengguna laporan

keuangan terkait dengan laporan
keuangan BUMDesa.

Kajian lainnya tentang BUMDesa
terkait dengan pendampingan berupa pela-
tihan akuntansi agar BUMDesa nantinya
dapat menyusun laporan keuangan (Onasis
dkk, 2017; Wardi dkk, 2017; Ayu dkk,
2020; Sugiyanto, 2020; Amin dan Astulti,
2021; Mahmud dkk, 2021; Syam dKkk,
2021; Alamsyahbana dkk, 2022; Aliah
dkk, 2022; Trisulo dkk, 2022).

Sementara itu, kajian saat ini
mengulas tentang pengmas yang berupa
pendampingan atas proses inventarisasi

AT BUMDesa. Pemberian contoh proses



inventarisasi  oleh  tim  pengmas,
berdasarkan konsep Sisdur (SOP /
Standard Operation Procedures)

penatausahaan (akuntansi) AT BUMDesa
(yang telah diserahkan pada BUMDesa
pada pengmas sebelumnya), diharapkan
bermanfaat sebagai acuan proses dan hasil
inventarisasi AT BUMDesa.

Selanjutnya, pendampingan
melalui pemberian contoh ini diharapkan
mampu membuat mitra menjadi lebih
terbiasa, lebih paham, dan akhirnya

mampu secara mandiri  melakukan

inventarisasi AT, dilanjutkan dengan
pencatatan AT pada laporan keuangan
BUMDesa maupun laporan AT BUMDesa
sebagai laporan pendukung. Selain itu,
setelah menjalankan proses pendam-
pingan, tim pengmas dapat sekaligus pula
melakukan evaluasi atas sisdur yang telah
disampaikan kepada BUMDesa (pada
pengmas sebelumnya). Hasil evaluasi ini
menjadi dasar bagi tim pengmas untuk
melakukan perbaikan yang dianggap perlu
atas sisdur tersebut, sehingga sisdur itu
nantinya dapat

kebutuhan BUMDesa.

lebih selaras dengan

METODE PELAKSANAAN

Mekanisme pengmas yang

dilakukan saat ini berupa pendampingan
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(sesuai permintaan BUMDesa). Melalui
pendampingan, tim pengmas diharapkan
bisa mendapat gambaran yang lebih utuh
tentang masalah mitra, dan bisa memberi
solusi aplikatif atas masalah mitra. Akibat
pandemi, observasi lapangan tidak bisa
terlaksana, sehingga diganti dengan
diskusi (via zoom dan whatsapp) serta
pengiriman sampel data AT melalui e-
mail. Tim memberi contoh Kkegiatan
inventarisasi berdasarkan konsep SOP
(sisdur) penatausahaan (akuntansi) AT
BUMDesa (yang telah diserahkan pada
BUMDesa pada pengmas sebelumnya).

dan

Pendampingan  kegiatan

pemberian  contoh  wujud  proses
inventarisasi diharapkan berguna sebagai
acuan proses dan hasil inventarisasi AT
BUMDesa, agar nantinya bisa membuat
mitra menjadi lebih terbiasa, lebih paham,
dan akhirnya mampu secara mandiri
melakukan inventarisasi AT, dilanjutkan
dengan AT LK

BUMDesa.

pencatatan pada

HASIL DAN PEMBAHASAN
Inventarisasi aset diterapkan atas

seluruh aset (barang) BUMDesa. Inven-

tarisasi dilakukan dengan pendataan dan

pencocokan data aset BUMDesa, yang



kemudian dituangkan dalam Kertas Kerja
Inventarisasi (KKI). Inventarisasi bertu-
juan untuk mengetahui jenis, identitas,
kode, asal perolehan, tanggal perolehan,
dan dan kondisi barang saat ini, baik yang
berada dalam penguasaan BUMDesa
maupun pihak lain (jika ada). Melalui
inventarisasi, diharapkan semua aset
BUMDesa terdata dengan baik guna
tertib administrasi  dan
BUMDesa, serta
kemudahan dalam penyusunan laporan
aset BUMDesa.

Saat inventarisasi aset BUMDesa,

mewujudkan

pengamanan  aset

tim pengmas mengingatkan kembali
beberapa kelemahan selama ini atas proses
penatausahaan AT BUMDesa sehingga
mengusulkan perbaikan sisdur dalam
penatausahaan/akuntansi AT BUMDesa
(hasil

yaitu sebagai berikut:

kegiatan pengmas sebelumnya),

a. BUMDesa memberikan penamaan
AT secara terstandar sesuai jenis AT,
misalnya tanah, tanah pengembangan,
gedung/bangunan, peralatan/mesin/

kendaraan, jalan/irigasi/jaringan, AT

lainnya, atau AT KDP (konstruksi
dalam pengerjaan). Pemberian nama
terstandar

secara bertujuan agar

proses inventarisasi, pengkodean, dan
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penghitungan nilai AT bisa lebih
mudah dilakukan. Selain itu dapat
dilakukan klasifikasi sifat belanja
(pengeluaran dana) atas AT secara
jelas, apakah termasuk capital expen-
diture (yang menambah nilai perole-
han AT), atau revenue expenditure
(yang tidak menambah nilai perolehan
AT karena hanya berupa beban
perbaikan/pemeliharaan AT agar AT
berfungsi normal untuk kegiatan
operasional).

BUMDesa wajib menetapkan kode
AT yang terstandar agar tiap AT dapat
diidentifikasi dan ditelusuri eksisten-
sinya, dapat dilakukan pembe-daan
antar AT, serta nantinya AT dapat
dicatat secara konsisten, serta ditetap-
kan dan dilaporkan nilainya (terpisah
antar AT atau gabungan beberapa AT
sejenis) secara akurat pada laporan
keuangan maupun laporan pendukung
lainnya. Hal ini penting karena
ketiadaan kode AT yang terstandar
dapat menimbulkan ketidak-jelasan
dan jumlah AT.

Contohnya adalah:

atas eksistensi

1) kemiripan nama seperti saluran
air (di lokasi umbul) dan instalasi

saluran air (di lokasi air bersih);



2) pencatatan 2 kali atas printer
EPSON (sebagai peralatan kan-
tor) dengan nilai yang berbeda,
sehingga perlu informasi lebih
lanjut, apakah bisa digabungkan

atau harus dipisahkan.

a. BUMDesa memperbaiki kode AT

(yang diusulkan saat pengmas sebe-
lumnya terkait Sisdur penatausahaan/
akuntansi AT BUMDesa). Karena
semua AT yang bisa disusutkan akan

disusutkan secara garis lurus (Straight

C. BUMDesa memberikan data tamba- Line) hingga bernilai nol (tanpa nilai
han yang jelas atas seluruh AT, antara residu), maka kode AT tidak mengi-
lain nilai perolehan, akumulasi penyu- kutsertakan kode metode penyusutan
sutan, tanggal perolehan, asal yang diterapkan atas aset tetap. Masa
perolehan, masa manfaat, dan nilai manfaat AT dapat ditetapkan oleh
residu (jika ada). Data-data ini penting BUMDesa sendiri (dengan pertimba-
karena ternyata tidak ada kejelasan ngan profesional) atau bisa mengikuti
aturan penyusutan AT, seperti: aturan yang sudah dikenal (misalnya
1) ada AT yang disusutkan (dengan aturan perpajakan). Dengan demikian,

tarif penyusutan 5% dan 25%) tapi struktur kode aset BUMDesa diusul-
ada pula AT yang tidak disusutkan; kan sebagai berikut:
2) ada AT yang disusutkan setahun
) yang Tabel 1. Usulan Kode Aset Tetap (AT)
penuh  meski  diperolen di BUMDesa
pertengahan tahun; dan Kailk Keterangan
8) alasan penerapan metode garis Golongan | Diisi dengan kode golongan AT
lurus untuk penyusutan semua AT. AT sesuai wujud atau bentuk fisik AT,
] 1 digit terdiri atas:
d. BUMDesa memisahkan AT dengan ((j_ 'tlgklyl) 1. Tanah
. g1t ke- 2. Tanah pengembangan
aset tak berwujud (ATB), karena aset 3. Gedung dan Bangunan
sistem  elektronifikasi gate, dan 4. Kendaraan, mesin, peralatan
5. Jalan, irigasi, & jaringan
software pemutar otomatis adalah 6. AT lainnya, dan
7. Konstruksi Dalam Pengerjaan
ATB, bukan AT. (KDP)
Usulan tambahan yang disampai- Aset  tak  berwujud  (ATB)
o o dipisahkan dari AT (diklasifikan
kan berdasarkan hasil inventarisasi adalah sebagai aset tersendiri)

sebegai berikut.
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Jenis AT Diisi dengan kode jenis AT
(merupakan rincian dari tiap-tiap

(2 digit, golongan AT)

digit ke-2

dan ke-3) (Jika tidak ada rincian jenis aset
tetap maka diberi kode 01)

Asal Diisi dengan asal perolehan AT,

perolehan | seperti:

AT
1. Pembelian

(1 digit, 2. Pembangunan sendiri

digit ke-4) (swakelola / dibangun

kontraktor)

Donasi / hibah / sumbangan
Pertukaran dengan pihak lain
Pinjam pakai

Sewa / lease jangka pendek
Sewa / lease jangka panjang

NOoO G~ W

Tahun Diisi dengan 2 digit terakhir tahun

perolehan | perolehan AT, misalnya 2004 ditulis
AT 04, 2015 ditulis 15
(2 digit,
digit ke-5
& 6)
Nomor Diisi dengan nomor urut AT,
urut AT umumnya sesuai dengan waktu
perolehan AT.
(3 digit,
digit ke-7,
8,9)
Lokasi AT | Diisi dengan lokasi AT, yaitu:
(1 digit, 1. Kantor
digit ke- 2. Umbul
10) 3. Pondok Ciblon
4. Homestay
5. Toko Desa
6. Kios
7. Gudang
8. Instalasi air bersih
9. Area studi desa

Kode di atas merupakan kode dasar
karena mencantumkan hal-hal mendasar

sehingga wajib dicantumkan pada setiap
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AT yang dikelola BUMDesa. Selain itu,
kode maka AT dapat
diidentifikasi dan dicatat dengan mudah.

melalui ini
Namun demikian, nantinya kode ini tetap

dapat disesuaikan sesuai  kebutuhan
BUMDesa, misalnya berupa penambahan
digit pada tiap kode. Selain kode, perlu
penjelasan tambahan atas AT. Format
kode AT dapat dilihat pada gambar berikut
ini:
Gambar 1. Format Kode Aset Tetap
(AT) BUMDesa

: |

Lol [ o [ ol o]

Golongan

Asil perolehan
Tahun perolhan

Noetor grat

Contoh penerapan struktur kode

AT beserta penjelasannya adalah sebagai
berikut:

1) AT dengan kode 1.01.1.17.015.9.

AT dengan kode di atas adalah aset

tetap tanah (1), berupa tanah biasa (01)

yang diperoleh melalui pembelian (1) pada

tahun 2017 (17), urutan ke 15 (015), dan

berlokasi di area studi desa (9). Pada daftar

inventaris aset tetap diberikan keterangan



yang lebih detil, misalnya nama penjual,
nomor sertifikat tanah, dan sebagainya.
2) AT dengan kode 3.03.2.18.005.2.
AT dengan kode di atas adalah aset
tetap gedung / bangunan (3) jenis ke-3 (03)
yang diperoleh dari pembangunan sendiri
(2) pada tahun 2018 (18), urutan ke-5
(005), dan berlokasi di Umbul (2). Pada
daftar inventaris aset tetap diberikan
keterangan yang lebih detil, misalnya luas
gedung, jumlah lantai, lokasi gedung,
kondisi pemanfaatan gedung, nama
kontraktor dan alamat kontraktor (jika
gedung dibangun kontraktor), spesifikasi
gedung, hal-hal terkait penyusutan (nilai
perolehan, estimasi nilai residu, estimasi
masa manfaat), dan sebagainya.
3) AT dengan kode 4.04.6.19.032.5.
AT dengan kode di atas adalah aset
tetap kendaraan, mesin, atau peralatan (4)
jenis ke-4 (04) yang diperoleh dari sewa
jangka pendek (6) pada tahun 2019 (19),
urutan ke-32 (032), dan berlokasi di toko
desa (5). Pada daftar inventaris aset tetap
diberikan keterangan yang lebih detil,
misalnya jenis aset tetap (kendaraan,
mesin, atau peralatan), merk, plat nomor
(untuk kendaraan), masa sewa, besaran
biaya sewa, tanggal pembayaran sewa,

nama pemilik kendaraan, dan sebagainya.
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4) AT dengan kode 4.17.3.20.007.3.

AT dengan kode di atas adalah aset

tetap kendaraan, mesin, atau peralatan (4)
jenis ke-17 (17) yang diperoleh dari donasi
(3) pada tahun 2020 (20), urutan ke-7
(007), dan berlokasi di Pondok Ciblon (3).
Pada daftar inventaris aset tetap diberikan
keterangan yang lebih detil, misalnya jenis
atau
(untuk

aset tetap (kendaraan, mesin,

peralatan), merk, plat nomor
kendaraan), nama donator, hal-hal terkait
penyusutan (cost, estimasi nilai residu,
estimasi masa manfaat, unit aktivitas yang
dipakai untuk penyusutan, seperti waktu
pemakaian atau jumlah produk hasil), dan

sebagainya.

b. BUMDesa

inventarisasi aset BUMDesa. Dengan

menerapkan  proses
mengacu pada ketentuan inventarisasi
aset desa (Tim Pengmas PKN STAN,
2022), maka proses inventarisasi aset
BUMDesa adalah sebagai berikut:
1) Persiapan
a) Pembentukan tim inventari-
sasi. Tim inventarisasi mem-
buat rencana kerja inventarisa-
si aset BUMDesa yang disetu-
jui dan ditetapkan oleh pe-

mimpin BUMDesa, mencakup



jenis pekerjaan yang akan
dilakukan, kebutuhan sara-na
dan prasarana, jadwal pelak-
sanaan kegiatan, anggota tim
inventarisasi, dan jumlah ke-
butuhan dana untuk inventari-
sasi.

b) Penyiapan dokumen sumber.

Tim inventarisasi menyiapkan

dokumen sumber (sebagai

data awal) antara lain:

i. Buku inventaris BUMDesa
tahun sebelumnya (jika
ada);

ii. Dokumen kepemilikan aset
BUMDesa (sertifikat tanah,
BPKB kendaraan, atau
dokumen kepemilikan
lainnya);

iii. Dokumen pengelolaan dan
penatausahaan aset BUM
Desa seperti Berita Acara
Serah  Terima  Barang
(BAST), Berita Acara
Hibah (BAH), dan lain-
lain;

iv. Kartu Identitas Barang
(KIB), Daftar Inventaris
Ruangan (DIR), Daftar
Barang lainnya (DBL),
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Laporan Barang (LB)
Semesteran/Tahunan, dan
dokumen lain yang

diperlukan.

c¢) Penyiapan peta lokasi / posisi

aset BUMDesa. Tim inventari-
sasi menyiapkan peta lokasi /
posisi aset BUMDesa antara
lain mencakup denah (map/
peta) lokasi aset BUMDesa
yang dimiliki maupun yang
digunakan, serta nomor/nama
ruangan dan  penanggung
jawab ruangan pada denah

lokasi.

d) Penyiapan label sementara dan

label permanen. Tim inventa-
risasi menyiapkan label se-
mentara (berupa label/sticker
bertuliskan kode/nomor urut)
yang akan ditempelkan ke aset
BUMDesa untuk mengetahui
& mengenali aset BUMDesa
yang telah didata/diinventari-
sasi, guna mencegah kesala-
han pencatatan dan pembuku-
an ganda atas aset BUMDesa.
Setelah kegiatan inventarisasi
dan kodefikasi aset selesai,

label  sementara  diganti



dengan label permanen yang

menunjukkan

kode barang

sesuai aturan kodefikasi.

e) Penyiapan
Inventarisasi

Laporan Hasil

Kertas
(KKI)  dan

Inventarisasi

Kerja

(LHI). Tim inventarisasi me-

nyiapkan:

i. berkas

berkas Kertas Kerja
Inventarisasi (KKI) beserta
tata cara pengisiannya.

Hasil

Inventarisasi (LHI), terdiri

Laporan

dari berbagai laporan sesuai
dengan jenis aset desa,
misalnya LHI tanah, LHI
kendaraan bermotor, pera-
latan, dan mesin, LHI
Bangunan gedung, LHI
Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
LHI Aset Tetap Lainnya,
dan LHI atas Barang yang
Tidak Ditemukan saat in-
ventarisasi. LHI nantinya
menjadi lampiran dari Beri-
ta Acara Hasil Inventarisasi
(BAHI) dan menjadi dasar
untuk pencatatan dalam
Buku Aset

BUMDesa.

Inventaris
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2) Pelaksanaan

a) Pendataan fisik. Tim inventa-

risasi:

Vi.

Vii.

mengidentifikasi ~ semua

aset.

. melakukan klarifikasi atas

status kepemilikan aset pa-
da pihak terkait, jika BUM
Desa tidak punya bukti pen-
dukung yang kuat atas ke-
pemilikan/penguasaan aset,
seperti BAST atau BAH
atas aset yang dikuasai dan
dimanfaatkan oleh BUM
Desa;
menghitung  jumlah &
volume/luas aset;

meneliti kondisi fisik aset
(baik, rusak ringan, atau
rusak berat);
mengidentifikasi merk,
jenis, ukuran, dan tanggal
perolehan aset;
menempelkan label regis-
trasi (kodefikasi) sementara
pada aset yang telah dihi-
tung dan didata;

mencatat hasil inventarisasi
pada Laporan Hasil Inven-

tarisasi (LHI) dan mencatat



aset tersebut dalam Buku

Inventaris BUMDesa.

b) Identifikasi. Tim inventarisa-

si melakukan:

Vi.

Pencocokan, pendataan dan
penilaian atas aset yang di-

data;

I. Mengelompokkan dan

memberikan kode barang
sesuai penggolongan dan
kodefikasi aset;

Pemisahan aset sesuai kate-
gori kondisi (baik, rusak ri-
ngan atau rusak berat/tidak
dapat dipakai lagi);
Penelitian atas kelengkapan
leksistensi  aset dengan
membandingkan antara ha-
sil inventarisasi dan data
awal/dokumen sumber un-
tuk aset yang tidak ditemu-
kan dan aset yang berlebih;
Penelitian atas berkas per-
kara di pengadilan untuk
aset yang masih dalam seng
keta.

Pencantuman kode aset pa-
da Buku Inventaris Aset
BUMDesa sekaligus nomor
urut pendaftaran (NUP)
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aset BUMDesa, agar pem-
berian dan pencatatan ko-
defikasi aset dapat berfung-
si juga sebagai registrasi
aset. Registrasi aset diper-
lukan untuk mengetahui

identitas aset/barang sesuai

dengan kodefikasi aset,
NUP, dan lokasinya. Oleh
karenanya, ko-de lokasi

aset harus tercantum juga
pada  kodefikasi  aset
BUMDesa. Aset yang telah
diregister ditempeli stiker
yang mencantumkan kode,
nomor urut, dan lokasi

aset/barang.

¢) Klasifikasi Status Kepemili-
kan Aset BUMDesa. Tim in-

ventarisasi melakukan klarifi-

kasi jika aset/barang hasil in-

ventarisasi ternyata tidak me-

miliki data/dokumen pendu-

kung kepemilikan/penguasaan

yang lengkap dan sah.

Untuk aset dengan bukti ke-
pemilikan fisik, seperti ser-
tifikat tanah, girik, pethok,
leter C, Berita Acara Serah

Terima, Surat Keterangan



Hibah/ Penyerahan lainnya,
dan dokumen kepemilikan
lainnya, dapat langsung di-
inventarisasi & dicatat se-
bagai aset BUMDesa sesuai
dengan hasil pendataan

secara fisik.

I. Untuk aset yang dimanfa-

atkan dan dikuasai oleh
BUMDesa tetapi tidak
memiliki bukti pendukung
kepemi-likan yang sah,
pemimpin BUMDesa dapat
meminta bukti pendukung
atau meminta kete-rangan
kepada pihak terkait.

e Jika hasil

menunjukkan belum di-

konfirmasi

lakukannya serah terima
aset pada BUMDesa,
maka pemimpin BUM
Desa dapat mengajukan
permohonan pelepasan
aset tersebut dari pihak
terkait kepada BUM
Desa melalui pemberian
hibah, sumbangan, dan
sejenisnya.

e Jika proses konfirmasi

tidak mendapatkan ja-
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waban atau sudah tidak
diketahui alamat pembe-
ri hibah, sumbangan, &
sejenisnya, maka aset ini
dapat diperlakukan se-
bagai aset yang tidak di-
ketahui asal & kepemi-
likan.
Untuk aset yang tidak dike-
tahui asal usul & kepemili-
kannya, pemimpin BUM
Desa bisa membuat Surat
keterangan penguasaan aset
(SKPA) pada BUMDesa &
digunakan untuk menun-
jang pelaksanaan tugas &
BUMDesa, atau
Surat keterangan tanggung
Jawab Mutlak (SKTJM)
dari pemimpin BUMDesa

fungsi

yang menyatakan bahwa
aset digunakan untuk pe-
laksanaan tugas dan fungsi
BUMDesa.

Untuk aset BUMDesa yang
berasal dari perolehan lain
yang sah, seperti putusan
pengadilan yang sudah ber-
kekuatan hukum tetap, ma-

ka tetap dilakukan inventa-



risasi (dicatat sebagai aset
BUMDesa berdasarkan pu-
tusan pengadilan yang su-
dah berkekuatan hukum
tetap).

d) Dokumentasi hasil inventari-

sasi aset BUMDesa. Tim in-

ventarisasi menyusun dan me-

ngumpulkan dokumen hasil

inventarisasi, al.:

Label kodefikasi aset BUM

Desa sementara dan perma-

nen;
i. Buku Inventarisasi Aset
BUMDesa;

Bukti pendukung, bukti ke-
pemilikan, bukti serah teri-
ma barang, atau dokumen
lain hasil konfirmasi dan
hasil klasifikasi kepemili-
kan aset dari pihak terkait;

Surat masuk & keluar ter-
kait inventarisasi aset BUM
Desa & hasil konfirmasi/
Klasifikasi kepemilikan aset
Surat Keterangan Pengua-
saan Aset (SKPA)/Surat
Keterangan Tanggung Ja-
wab Mutlak (SKTJM) dari
pemimpin BUMDesa;

82

Vi.

Vii.

Laporan Hasil Inventarisasi
(LHI) Aset BUMDesa;
Hasil
Inventarisasi (BAHI) Aset
BUMDesa;

Berita Acara

e) Pelaporan. Tim inventarisasi

melakukan:

Penyusunan BAHI berda-
sarkan LHI, & Surat Per-
nyataan Tanggung Jawab
Kebenaran Hasil Inventari-
sasi  (SPTJKHI)  Aset
BUMDesa,;

. Pengesahan Buku Inventa-

risasi Aset BUMDesa, LHI,

BAHI, SPTJKHI oleh pe-

nanggung jawab/ketua tim

inventarisasi aset BUM

Desa;

e Aset BUMDesa yang di-
catat dalam Buku Inven-
taris Aset BUMDesa ha-
rus disajikan dalam La-
poran Aset BUMDesa,
dengan mencantumkan
nilai aset berdasarkan
harga perolehan (harga
pembelian/pengadaan
aset), atau nilai wajar

aset (jika nilai perolehan



C.

aset tidak diketahui, mi-
salnya Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) untuk aset
tanah & bangunan, atau
harga aset sejenis/harga
taksiran untuk aset sela-
in tanah & bangunan.

o Jika aset tidak dapat di-
sajikan nilainya, maka
aset dicatat dalam daftar
tersendiri dan diberi pen
jelasan pada Catatan atas
Laporan Keuangan/
(CaLK) BUMDesa dan
diupayakan segera pem-
berian nilai aset itu.

f) Tindak lanjut inventarisasi
aset berupa inventarisasi
kontinu atas aset, berupa stock
opname atas aset AT KDP (se-
tahun sekali) dan sensus atas
AT selain KDP (minimal
sekali dalam 5 tahun).

BUMDesa menyusun kembali &
melengkapi data AT, dan data AT
(hasil inventarisasi) bisa dipakai
sebagai data awal (acuan) untuk

penghitungan AT selanjutnya.

BUMDesa menyempurnakan penera-

pan kaidah akuntansi dalam penyajian
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dan peng-ungkapan informasi tentang

AT. Tata cara penerapan kaidah

akuntansi mencakup:

1) Penegasan atas definisi dan ka-
rakteristik aset tetap BUMDesa,
beserta ketentuan pengakuan dan
pengukurannya;

2) Penyempurnaan ragam transaksi
akuntansi aset tetap BUMDesa,
mencakup perolehan, penyusu-
tan, penghentian pemakaian,
penghapusan, penjualan, hibah,
pertukaran, revaluasi, capital ex-
penditure, revenue expenditure,
dan transfer AT antar-bagian di
lingkungan BUMDesa. Kedua
hal di atas sudah diusulkan pada

kegiatan pengmas sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat
disimpulkan bahwa salah satu masalah
yang dihadapi BUMDesa Tirta Mandiri
saat ini adalah masih belum tertatanya
proses pengelolaan aset tetap (AT)
BUMDesa, sehingga nilai AT pada lapo-
ran keuangan BUMDesa belum diyakini
kehandalannya. Kendala ini dicoba diatasi
dengan penyusunan data awal (acuan) AT

melalui inventarisasi AT. Lebih lanjut,



karena data awal (acuan) ini masih berupa
data historis (historical cost), maka ren-
cana kegiatan lanjutan, berupa penilaian
AT BUMDesa, dapat segera terlaksana.
Melalui kegiatan penilaian, maka dapat
diperoleh data AT pada nilai sekarang
(current value), yang tentu lebih relevan
untuk pengambilan keputusan ekonomis
oleh BUMDesa.
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